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ABSTRAK

Pendekatan kajian teoritis dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf selama ini banyak
membawakan pendapat dari para ulama yang berpegang teguh pada empat imam
mazhab, seperti syafi’i, hanbali, maliki, maupun hanafi. Sementara mazhab lain seperti
mazhab zahiri, jarang sekali untuk dikaji. Mengacu akan hal tersebut, menjadikan
penyelesaian konflik apabila terjadi sengketa tanah wakaf dalam prespektif Ibnu Hazm
menjadi topik yang menarik, mengingat akan ketergantungan Ibnu Hazm pada sudut
pandangnya yang literal dan tekstualis berlandasan al-quran dan hadis tanpa adanya
giyas dan istihsan, yang banyak dianggap berbeda dari tradisi sudut pandang figh
dominan. Hal tersebut sangat relevan untuk menyelesaikan konflik yang sering kali
disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum islam.

Penulis menyimpulkan bahwa sengketa tanah wakaf sering sekali menimbulkan konflik
yang berujung ketidakjelasan status kepemilikan tanah wakaf, memunculkan
pertentangan ketidaksesuaian pada prinsip-prinsip yang seharusnya sesuai dengan
undang-undang yang ada. Ini menjadi faktor utama yang melatar belakangi penelitian
terhadap konflik yang sering terjadi antara kedua pihak. Berfokus akan masalah utama
penelitian, yang berkaitan dengan bagaimana pendekatan Ibnu Hazm yang bermazhab
zahiri apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf, bagaimana penyelesaian konflik
sengketa tanah wakaf tersebut? Bagaimana status tanah wakaf tersebut? Perlukah adanya
bukti pegesahan kepemilikan dari kedua pihak? Dan perlukah adanya mediasi? Serta
hakim yang turun tangan dalam menyelesaikan masalah?

Diselesaikan oleh pandangan Ibnu Hazm secara konsensus, dan merelevansi
pendekatannya dalam konteks hukum islam dan undang-undang yang ada.

Oleh karenanya hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf
dalam prespektif Ibnu Hazm harus melibatkan kejelasan tujuan wakaf, keadilan
pengelolaan, dan kejelasan status tanah wakaf. Sehingga timbul kontribusi penting dalam
memahami prinsip hukum islam yang diakomodasi pada undang-undang di indonesia.
Kata Kunci: Wakaf, Ibnu Hazm, Mazhab Zahiri, Konflik, Penyelesaian.
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PENDAHULUAN
D alam ekonomi islam terdapat salah satu instrumen yang sangat

unik serta khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi pada

agama lain adalah wakaf. Bila kita melirik terhadap konsep
masyarakat non-muslim terdapat satu instrument filantropi tetapi cenderung
seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Wakaf memiliki khasnya
tersendiri, apabila kita sandingkan dengan zakat yang mana ditujukan agar
menjamin keberlangsungan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat mustahiq. Wakaf adalah satu bentuk instrumen yang
mendasarkan kegunaanya pada unsur ihsan (kebaikan), dan ukhuwwah
(persaudaraan).(Iska, 2020)

Hal utama yang terlihat pada sistem yang berbeda jika dibandingkan
dengan istrumen lainya, adalah pada saat ditunaikan wakaf, akan terjadi
pergeseran kepimilikan pribadi menjadi kepemilikan umat, dan memberikan
manfaat secara berkelanjutan, dalam arti mengubah satu hal yang besifat private
benefit menjadi social benefit yang terdistribusikan pada masyarakat
luas.(Fakhruddin, 2020)

Seiring berkembangnya zaman, terdapat banyak muncul persoalan baru
terkait wakaf di tengah masyarakat yang pada hakikatnya hal ini harus
diselesaikan, melihat pada wakaf yang saat ini tidak dapat lepas dari islam di
tanah nusantara. Sehingga muncul lembaga wakaf di Indonesia diantaranya
adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) lembaga negara independent yang
dibentuk berdasarkan undang-udang nomor 41 tahun 2004, LWMUI (Lembaga
Wakaf Majelis Ulama Indonesia) yang terdaftar dan berijin di bawah naungan
BWI berdiri pada 23 Mei 2018, LWPNU (Lembaga Wakaf dan Pertahanan
Nahdlatul Ulama) lembaga non-profit yang berdiri sejak tahun 1936 oleh KH.
hakim asy’ari, demi menjamin keberlangsungan positif terhadap permasalahan
wakaf di Indonesia.(Muhammad Taufan Djafri dkk., 2021)

Wakaf telah membekas dan mengakar dalam kehidupan masyarakat
islam, dan menjadi penunjang utama bagi keseharian masyarakat. Terbukti pada
kenyataan yang dapat dilihat bahwa berapa banyak tempat peribadatan,
pendidikan, dan lembaga-lembaga yang bernuansa islam di bangun diatas tanah
wakaf.

Meskipun wakaf sendiri menjadi satu instrumen wutama dalam
peningkatan kesejahteraan umat muslimin, tetapi segala bentuk upaya menuju
pada hal tersebut haruslah didukung pada pemahaman komprehensif mengenai
konsep wakaf secara teoritis. Atau dalam hal lain, pentingnya mengetahui serta
memahami kajian-kajian figh mengenai wakaf tersebut. Mulai dari pengertian,
rukun, dan syarat-syaratnya, teknis pengolahannya, sampai pada penyelesaian
sengketa wakaf yang mungkin saja terjadi.
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Banyak pembahasan mengenai konsep wakaf di Indonesia melalui kitab,
maupun kajian-kajian figh, mulai dari yang terkorelasi pada landasan keempat
imam mazhab seperti syafi’i, hanbali, maliki, hanafi sampai pembahasan fikih
yang beraliran lain. Namun, pembahasan melalui kitab maupun kajian-kajian
baik itu bersifat pustaka atau forum dengan mazhab zahiri, jarang sekali
terkorelasi dengan konsep wakaf di indonesia, terlebih dijadikan sebagai rujukan
dikarenakan berbeda dengan pendapat figh dominan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan
pendekatan Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri apabila terjadi konflik sengketa
tanah wakaf, bagaimana penyelesaian konflik sengketa tanah wakaf tersebut?
Dan bagaimana status tanah wakaf tersebut? Apakah perlu adanya bukti
pegesahan kepemilikan dari kedua pihak? Dan perlukah adanya mediasi? Serta
hakim yang turun tangan dalam menyelesaikan masalah?

Melihat pada permasalahan utama dalam penelitian, terdapat relevansi
pendapat Ibnu Hazm dengan undang-undang di Indonesia. Hal ini penulis
realisasi pada beberapa aspek permasalahan yaitu, kesamaan pendapat Ibnu
Hazm akan status tanah wakaf dengan “UU No. 41 tahun 2004 pasal 40 ayat (1).”
Kesamaan pendapat Ibnu Hazm akan peran nazhir, yang bertanggung jawab
penuh terhadap tanah wakaf dengan “UU KUHPerdata pasal 1338 ayat (1).” Dan
kesamaan pendekatan Ibnu Hazm yang merujuk pada penggunaan kuasa hakim
untuk menyelesaikan masalah, apabila kedua pihak yang bersengketa tidak
terikat arbitrase, dengan “UU AAPS No. 30 tahun 1999 pasal 3, dan 6 ayat (1).”

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian hukum vyang diterapkan pada penelitian ini
menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-
analitis untuk mendapat data-data yang diperlukan. Langkah-langkah penelitian
terkait permasalahan ini diawali dengan meliputi, kajian terhadap biografi
mengenai Ibnu Hazm. Meninjau pandangan-pandangan mengenai teori wakaf
menurut Ibnu Hazm yang berisikan syarat-syarat wakaf menurut pandangan
Ibnu Hazm, hukum wakaf menurut pandangan Ibnu Hazm, dan beberapa
pendapat yang bersebrangan dengan pendapat Ibnu Hazm.

Penulis menjadikan data-data pembahasan yang berkaitan dengan
pendekatan Ibnu Hazm sebagai sumber primer dalam menggali prinsip-prinsip
hukum terkait tanah wakaf. Adapun sumber sekunder berasal dari dokumen-
dokumen yang dapat mendukung seperti buku, artikel-artikel, jurnal ilmiah,
yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dan menganalisis bagaimana
pendekatan Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri digunakan untuk menyelesaikan
apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf, dengan memahami cara Ibnu Hazm
beristinbat tanpa menggunakan giyas maupun istihsan. Dan terakhir, menilai
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relevansi pendekatan Ibnu Hazm dengan beberapa undang-undang yang
berlaku di indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Biografi mengenai Ibnu Hazm

Ibnu Hazm, bernama lengkap ali ibn ahmad ibn sa’id ibn hazm ibn ghalib ibn
saleh ibn khalaf ibn ma’dan ibn sufyan ibn yazid. Termasuk seorang penulis
kontemporer memakai nama yang saat ini dikenal dengan Ibnu Hazm, biasa di
hubungkan dengan panggilan yang menisbatkan tempat kelahirannya al-qurtubi
(cordoba) atau al-andalusi (andalus), juga di kaitkan dengan sebutan al-zhahiri,
sehubung dengan aliran pola pikir mazhab zahiri yang dianutnya. Adapun Ibnu
Hazm sendiri biasa memanggil dirinya dengan kunyah atau sebutan abu
muhammad, sebagaimana di temukan dalam berbagai karya tulisnya.(Abdul Aziz
Dahlan, 1996)

Ibnu Hazm lahir di timur kota cordoba, andalusia pada tahun 384 H atau
7 November tahun 994 M, ia lahir sesudah imam shalat subuh selesai dari
salamnya dan sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari, yang bertepatan
pada malam rabu akhir bulan ramadhan. Ibnu Hazm menghabiskan sisa
hidupnya di desa mintlisyam, mengamalkan serta mengajarkan keilmuannya
dan memenuhi sisa hidupnya dengan produktifitas akan ilmu. Hingga
meninggal pada tahun 456 H atau 15 Juli 1064 M, bertepatan pada malam senin
tanggal 28 sya’ban. Ia meninggal dalam umurnya yang ke 72 tahun.(Syaikh
Ahmad Farid, 2016)

Ibnu Hazm termasuk keturunan bangsa arab bani umayyah dari suku
quraisy. Ayahnya ahmad ibn sa’ad memiliki kedudukan yang tinggi sebagai
mentri yang di angkat pada tahun 381 H atau bertepatan 991 M, di lingkungan
kerajaan al-manshur pada masa pemerintahan abdul malik al-muzaffar putra
dari muhammad ibn abdullah ibn abi amir, membuatnya hidup secara
berkecukupan.

Masa kekanakan Ibnu Hazm, dimulai dengan kecintaan yang kuat akan
menuntut ilmu. Dan pada usia remaja ia sering menghabiskan waktunya di
beberapa majlis ilmiah dan budaya yang banyak diadakan oleh khalifah pada
saat itu, yang dihadiri oleh para ahli sya’ir dan ilmuwan. Hingga pada Umur 20
tahun sepeninggal wafat ayahnya, ia hijrah untuk mencari ketenangan dan
menuntut ilmu, meninggalkan kota cordoba menuju almeria, sebuah desa kecil
di pinggiran kota granada. Tidak lama, ia beranjak meninggalkan almeria
menuju valensia setelah mendengar abdurrahman IV yang bergelar murtadha
memproklamirkan dirinya sebagai khalifah umayyah di valensia. Dan kembali
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ke cordoba ketika ibn hamud al-qasim menjabat sebagai khalifah, pada tahun 409
H.

Ibnu Hazm, walau kehidupannya tidak lepas dari kerabat pemerintahan
setelah ayahnya yang pernah menjabat sebagai mentri, dan sahabatnya
abdurrahman V yang bergelar al-muthazir menjabat sebagai khalifah, ia lari dari
kehidupan politik dan menjadi sosok penuntut ilmu, dan menjadi sibuk dengan
buku-buku hingga fokus mempelajarinya. Ibnu Hazm, dengan pendidikan yang
mulai meluas menjadikannya sering berdialog dengan berbagai guru dan pakar
ilmu agama. Dan menjadikanya seorang penulis yang berkarya di bidang ushul
tigh, figh, musthalah hadis, firaq, silsilah dan apolegitik. Yang berjumlah kurang
lebih 400 jilid, 80.000 lembar, semua karya ia tulis dengan tangan.

Dalam bidang figh, Ibnu Hazm pada mulanya bermazhab maliki sembari
mempelajari beberapa mazhab, karena mazhab maliki-lah yang diakui sebagai
mazhab resmi oleh pemerintahan di andalusia dan diikuti mayoritas
penduduknya. Tidak bertahan lama mengikuti beberapa mazhab, ia pun
condong kepada pemahaman daud ibn khalaf pendiri mazhab zahiri, ia juga
dikenal dengan nama abu sulaiman al-isfahani. Berlandaskan pemahaman zahiri
yang dianutnya ia menolak dengan keras praktik antropomorfisme
(Tasybih/penyerupaan) serta perkara yang memiliki sumber selain dari al-quran
dan hadis, seperti giyas (permisalan) dan ra’y (pendekatan).(Muchammad
Suchrullah, 2024)

Dari sini banyak yang mengenal Ibnu Hazm sebagai satu sosok yang kaku
dalam memahami agama karena mengusung pendekatan mazhab zahiri yang
bersifat terlalu tektsual, kerap berselisih pendapat dengan empat imam mazhab.

Sekalipun pendapat atau pendekatan mazhab zahiri sering diacuhkan bila
dibandingkan dengan empat mazhab lainya, namun mazhab zahiri dapat
berkembang di timur dan barat. Mazhab ini sempat gagal dikembangkan di
timur ketika Abad ke-5 H, karena kalah akan perkembangan mazhab hanbali,
pada saat itulah mazhab ini mulai berkembang di andalusia. Bukan karena
banyaknya pengikut melainkan karena sosok Ibnu Hazm yang saat itu mendapat
sorortan dan tampil sebagai figur utama yang di pandang sebagai seorang
intelektual dan alim pada masanya.

Terlepas dari timbulnya pro dan kontra di zaman modern ini, antara
empat mazhab dan mazhab zahiri, sehingga jarang digunakan sebagai patokan
sebuah hukum, tidak dipungkiri bahwa Ibnu Hazm telah meninggalkan banyak
khazanah intelektual. Diantara karya-karyanya beberapa masih dijadikan sebagai
sebuah rujukan dalam pengembangan keilmuan. Diumpamakan dengan dua
karya utamanya, yaitu al-ihkam fi ushul al-ahkam, sebuah kitab berisikan ilmu
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ushul figh, yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang bagaimana cara ia
menetapkan dalil sebuah hukum, kitab ini terbagi menjadi 8 jilid. Dan al-muhalla
yaitu kitab mazhab zahiri terlengkap, terdiri dari 13 jilid, diterbitkan di mesir
pada tahun 1347 H. Keduanya masih dijadikan rujukan oleh beberapa pakar
agama. Dan masih banyak lagi karya tulis beliau, namun tidak semuanya dapat
ditemukan, banyak yang dibakar, dan dimusnahkan karena ketidaksesuaian
pemahaman beberapa orang dengan pemahaman Ibnu Hazm.(Hidayat, 2020)

. Teori Wakaf Menurut Ibnu Hazm

Dalam pandangan milik Ibnu Hazm yang dibawakan sebagai teori
penelitian tentang wakaf, penjelasan wakaf dalam kitab al-muhalla bermakna
tahbis (menahan sesuatu) dalam konteks kali ini berupa harta, dibalut dengan
suatu tindakan yang sangat terikat pada niat dan ketentuan yang sudah
dinyatakan oleh pewakif, bukan sebatas menjadi milik umat, melainkan tanah
tersebut menjadi milik Allah ‘azza wa jalla.

Wakaf menurut Ibnu Hazm juga memiliki syarat yang tidak lepas dari
ungkapan beliau, yaitu:

kS () sl g Gl A Coa gt Loy a9 sl coa Sl (B ik i gl

MO gz adl g canall B Lol Jeang  SBAN 5 cialuaal) B cpla Y1 B g

Artinya: “wakaf dalam keasliannya boleh seperti rumah, tanah dan sesuatu yang
singgah diatasnya, seperti tanaman, bangunan, tanah yang luas, muskhaf-muskhaf, dan
buku-buku. Boleh juga mewakaf budak, senjata, dan seekor kuda.”(Abu Muhammad
Ibnu Hazm, 1988)

Ibnu Hazm menolak segala bentuk interpretasi yang dapat menyimpang
dari Al-quran dan hadis. Dasar dalil yang ia gunakan pada hukum ini adalah
hadis nabi #yang berbunyi:

Cra W) B e ) Adas adal) Ll cila 1) 10 2 A Jgmy ) B (ol 08
"alge mlla Al g 4y adih ale ) 4l ABa

Artinya: “dari abu Hurairah RA, sesungguhnya rasulullah #bersabda: apabila
anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali pada tiga
perkara. Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang
tuanya.”

Ibnu Hazm menegaskan berlandasan dalil tersebut, bahwa wakaf
termasuk di dalam bentuk sedekah jariyah, yang harus dikelola sesuai dan
berdasarkan dengan niat pewakif. Segala bentuk pelanggaran yang dapat
membawa perubahan esensi niat pewakif, seperti merubah alih peruntukan
tanah wakaf, tanpa didasari alasan yang jelas, dianggap melanggar prinsip
syaria’h. Hukum wakaf sendiri menurut Ibnu Hazm adalah mubah atau jaiz
(boleh), didasari oleh banyaknya nash dan hadis dari rasul yang membolehkan
pelaksanaan wakaf. Seperti hadis penyerahan tanah khaibar kepada umar,
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kemudian beliau menyedahkan (mewakafkan) tanah tersebut atas persetujuan
dari nabi, dengan sabdanya:
Mg el Jan g Lgdial sl

Artinya: “tahanlah asal atau pokok dari hartanya, dan sedekahkanlah dari
hasilnya.”(Abu Muhammad Ibnu Hazm, 1988)

Adapun benda-benda yang dapat dijadikan sebagai barang wakaf,
menurut Ibnu Hazm hanyalah yang tertera dalam konteks nash dan hadis, seperti
yang penulis bawakan di awal pembahasan terkait teori wakaf menurut Ibnu
Hazm. Dari dalil tersebut Ibnu Hazm merinci terkait kuda yang dimaksud dalam
hadis nabi #, ialah kuda yang digunakan khusus untuk berjihad dan berperang
dijalan Allah, dan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.(Muh. Said HM, t.t.)

Dalam pendapat yang Ibnu Hazm jelaskan ia juga mengemukakan
beberapa pendapat yang berseberangan denganya, tiga diantaranya:

1. Pendapat yang melarang wakaf secara mutlak. Dimana terdapat hadis yang
diriwayatkan oleh al-daaruquthni melalui silsilah ibn lahi’ah dari ikrimah, dari
ibn abbas R.A, rasulullah # bersabda:

"dag I 4l pail B e g Y

Artinya: “Tidak ada penahanan (Harta) yang menghalangi dari pembagian
warisan, yang telah ditetapkan oleh Allah ‘azza wa jalla.” (Abu Bakar Al-Baihaqi, 2003)

2. Pendapat yang membatasi kebolehan wakaf, oleh abu yusuf, bermazhab
hanafi hanya pada kuda dan senjata perang. Yang disandarkan kepada
pendapat ali, ibn mas’ud, dan ibn abbas.(Hidayat, 2020)

3. Pendapat yang membolehkan mewakafkan segala bentuk benda, seperti
uang, hewan, maupun pakaian.

Bantahan dan sanggahan yang Ibnu Hazm berikan terhadap ketiga
pendapat diatas ialah:

1. Untuk pendapat pertama di atas dibantah dengan beberapa alasan.
Dijelaskan dalam kitab al-jami” liahkam al-wakf wa al-hibaat wa al-washoyaa,
milik Dr. khalid ibn “ali ibn muhammad ibn hamud ibn ‘ali al-musyaiqih bahwa
makna yang dimaksud dalam hadis nabi ialah:

il 08 s LBl gll g AT g (g dandlll (8 Aalia < ga 2 Gaang Jla Y
Moy Ldia 0155 cuﬂaﬁ &)

Artinya: “Tidak ada harta yang tertahan, sepeninggal pemiliknya dari pembagian
diantara ahli warisnya. Sedangkan harta wakaf tertahan dari pembagian warisan yang
telah Allah ta’ala tetapkan, sehingga dianggap tidak sah menurut syariat.”(Khalid Al-
Mushayqih, 2013)

Ibnu Hazm memberikan beberapa alasan. Alasan pertama, bahwa hadis
tersebut bersifat dhaif (lemah).

Alasan kedua, seandainya hadis itu sahih, niscaya Ibnu Hazm akan
menyebutkan bahwa hadis tersebut telah di mansukh (dihapus hukumnya), sebab

Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum



Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Wakaf: Prespektif Ibnu Hazm | 8

praktik penahanan harta wakaf dilakukan oleh para sahabat setelah hadis itu
disampaikan, dengan sepengetahuan rasulullah # hingga beliau wafat.

Alasan ketiga, pendapat tersebut bersifat bathil (tidak benar), karena bagi mereka
yang perpendapat seperti di atas masih menyepakati bahwa hibah (pemberian),
sedekah, dan wasiat sesudah kematian diperbolehan. Semua hal ini mengurangi
bagian warisan ahli waris dibandingkan jika harta tersebut tidak dibagikan, yang
dalam kondisi normal akan diwariskan sesuai ketentuan Allah ta’ala. Dan jika
mereka berpendapat bahwa harta wakaf harus dibatalkan karena satu alasan
yang sama, yaitu menghalangi dari pembagian warisan menurut syariat, maka
dengan alasan yang sama, semua hibah, dan wasiat juga harus dibatalkan,
karena keduanya juga mengurangi bagian warisan menurut hukum waris dalam
islam. Dan jika mereka beragumen, bahwa “hibah, sedekah, dan wasiat adalah
ketentuan syariat yang telah ditetapkan berdasarkan dalil,” maka kami pun
menjawab, bahwa “wakaf juga merupakan ketentuan syariat yang telah di
tetapkan berdasarkan dalil. Seandainya tidak ada dalil yang membolehkannya,
tentu wakaf tidak akan sah.”(Abu Muhammad Ibnu Hazm, 1988)

Karena itulah terdapat dukungan pendapat dari salah satu empat
mazahib yang bersebrangan dengan Ibnu Hazm, yaitu imam malik yang
mendukung hal ini. Dalam perdebatannya dengan abu yusuf di hadapan
khalifah harun ar-rasyid, ia berkata: “Penahanan harta yang dibatalkan oleh nabi
muhammad #¥ adalah yang disebutkan dalam kitabullah, yaitu bahwa Allah
tidak menetapkan adanya al-bahirah, as-sa’ibah, al-wasilah, dan al-hami.”

Alasan keempat, seandainya hadis tersebut sahih, maka maknanya harus
dipahami sebagai larangan menahan harta dari ahli waris atas sesuatu yang telah
Allah tetapkan untuknya setelah turunnya ayat tentang warisan. Dahulu, pada
masa jahiliyah, mereka hanya mewariskan harta kepada laki-laki yang mampu
berperang dan menghalangi perempuan serta anak-anak dari warisan.

Alasan kelima, hak ahli waris terhadap harta peninggalan tidak berlaku
kecuali setelah si pemilik harta jatuh sakit menjelang kematian atau setelah
wafatnya. Maka, segala tindakan pemilik harta saat masih sehat tidak termasuk
dalam hak ahli waris, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut
menahan harta dari warisan mereka.(Khalid Al-Mushayqih, 2013)

2. Ucapan yang dijelaskan oleh abu yusuf yang bermazhab hanafi:

"N ghiall yilu ¢y g3 calgall Z3Ll g £1 SN LAY S Y gl it

Artinya: “Sesungguhnya wakaf, tidak diperbolehkan kecuali hanya pada kuda,

dan senjata perang untuk berjihad, sedangkan selain hal tersebut, tidak diperbolehkan.”
Dibantah dengan tiga alasan yang dikaji oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya
al-muhalla.(Khalid Al-Mushayqih, 2013) Alasan pertama, bahwa landasan dari
ucapan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh ibn mas’ud yang berbunyi:
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MEIS o M A Y pun Y JB 4] 3 grsa ) C

Artinya: “dari ibn mas’ud sesungQuhnya nabi #bersabda, tidak ada penahanan (Harta)

kecuali hanya pada senjata atau kuda perang.”

Dimana status riwayat ini keliru, tidak dapat diterima dan dijadikan hujjah
karena berasal dari seseorang yang tidak disebutkan namanya. Lalu bagaimana
mungkin hal tersebut dapat diriwayatkan.

Alasan kedua, penyandaran riwayat kepada ali ataupun ibn abbas, tidak
adanya kejelasan riwayat ini berasal dari ibn abbas ataupun dari ali. Bahkan,
diyakini dengan pasti bahwa ini adalah kebohongan yang dikaitkan dengan ali,
karena wakafnya terhadap wilayah yanbu' dan lainnya lebih terkenal daripada
matahari di siang hari. Semoga tidak termasuk dalam suatu kebohongan.

Ibnu Hazm menambahkan pada alasan ketiga, seandainya hadis ini benar
riwayatnya bersambung kepada nabi # maka status hadis ini adalah mansukh,
karena telah sahih riwayat dari nabi # yang membolehkan wakaf selain untuk
kuda perang dan senjata, maka kita juga wajib berpegang pada riwayat tersebut.
Dan memang telah sahih bahwa beliau membolehkan wakaf selain itu, sehingga
pendapat yang membatasi wakaf hanya pada kuda perang dan senjata menjadi
terhapuskan.

3. Adapun pendapat ketiga di atas, diutarakan oleh pengikut mazhab maliki,
mereka berdalil dengan melakukan giyas (analogi) terhadap sesuatu yang
tidak ada nashnya berdasarkan perkara yang memiliki nash.

Ibnu Hazm membantah penggunaan giyas tersebut, selain karena ia

bermazhab zahiri, terdapat nash yang jelas membatalkannya. Rasulullah #
bersabda:

"GAT AU plLiad cha i Aia S ()5 (s 342 el S A Gl Un i a0 can

Artinya: “Barang siapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat
dalam kitab Allah, maka syarat itu tidak berlaku, meskipun ia menetapkannya seratus
kali, maka kehakiman Allah lebih hak.” (Abu Bakar Al-Baihaqi, 2003)

Dari sini terdapat kesimpulan mengenai cara Ibnu Hazm yang
bermazhab zahiri memandang dalil dari sebuah hukum dan beristinbat
dengannya. Yakni selalu melihat terhadap zahir (landasan utama) sebuah teks
nash.

C. Metode Istinbat Ibnu Hazm.

Sebelum penulis menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian Ibnu
Hazm dalam menghadapi sebuah permasalah hukum yang ada, perlu diketahui
bahwa tindakan yang akan diambilnya, sama seperti seorang penganut mazhab
zahiri beristinbat. Diantara sebuah metode penetapan yang Ibnu Hazm gunakan
dalam beristinbat adalah masdarooni as-syari’ah yaitu, al-quran, as-sunnah.
Kemudian ijma’ (konsesus), dan dalil-dalil (bukti) yang tidak keluar dari
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ketentuan nash, dengan melihat hanya pada zahir (inti) sebuah nash saja.
Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab al-ihkam fi al-ushul wa al-ahkam:

3 A o o ) 88 Al il e Ju Y e Colla g BALY jala & 5 ¢hag"

" d@ 9

Artinya: “barangsiapa yang meninggalkan suatu zahir lafaz, dan mencari-cari
makna yang tidak ada petunjuknya dalam lafaz wahyu, maka sesungguhnya ia telah
mengada-ada atas Allah ‘azza wa jalla.” (Abu Muhammad, 1996)

Ibnu Hazm sebagai seorang yang literalis menjadikan al-quran, sebagai
penetapan sumber yang paling utama dari segala penetapan sumber hukum. Ia
mendefinisakn bahwa perjanjian Allah ta’ala dalam al-quran bersifat mengikat,
dan mengharuskan kita untuk mengakui dan mengamalkan apa yang ada
didalamnya. Berdasrkan firman Allah ta’ala: .

Coa s 6 a8 L BRIAAY ol ) 4aliny Sl ¥y ) (B A0S (ha a3
"R a0 ) A gl

Artinya: “dan tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-
burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat
(juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian
kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.”

Didasari firman Allah ta’ala tersebut, Ibnu Hazm meyakini bahwa
mengamalkan dan menjadikan al-quran sebagai rujukan permasalahan umat,
adalah wajib.

Ibnu Hazm, seorang yang sangat tektualis juga melihat bahwa as-sunnah
merupakan sebuah nash yang dapat membantu dalam menetapkan sebuah
hukum. Walau hujjah daripada al-quran lebih kuat, karena Ibnu Hazm
mengkategorikannya sebagai asdaru al-masodir. Masing-masing memiliki peran
tersendiri dalam pembinaan syariat islam, dan as-sunnah sebagai jalan
penyandaran yang mengutarakan kepada syariat islam pada hal yang datang
dari sisi rabb Allah ‘azza wa jalla.

Adapun penggunaan atau penetapan ijma’ menurut Ibnu Hazm
disamakan dengan hujjah, dan suatu kebenaran yang membawa keyakinan
terhadap agama islam. Ia menjadikan patokan hal tersebut secara taugifi hanya
sebatas pada para sahabat, dengan alasan sahabat merupakan orang-orang
terdekat nabi #, yang ikut serta menyaksikan perbuatannya, dan menerima
bimbingan langsung dari nabi # sehingga diakui kesahihan dan keaslianya.

Sedangkan dalil, menurut Ibnu Hazm adalah suatu petunjuk langsung
dari nash, bukan suatu jalan yang diambil karena bertautan kepada nash. Dalam
masalah kali ini, terlihat bahwa Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri menjadikan
sebuah dalil yang tidak menyeleisihi isi dari nash, sebagai dasar keempat, dimana
ia menjadikan dasar tersebut sebagai pengganti giyas, apa yang ada dalam istilah
Ibnu Hazm dianamakan dalil. Hal ini dikuatkan oleh pendapat al-khatib al-
bagdadi bahwa mazhab yang melihat hanya pada inti nash, yaitu yang dikenal
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dengan mazhab zahiri, ia mengatakan, “sebuah dasar yang mereka gunakan sebagai
dalil tidak keluar dari nash.”

Bentuk contoh istinbat Ibnu Hazm, ada pada hadis nabi #:

Mala jad 0S5 sad Seua S

Artinya: “setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah
haram.”

Dalam sabda nabi # Ibnu Hazm menggambarkan ciri khas mazhab zahiri
yang dianutnya berisinbat. Terdapat dua muqgadimah, mugadimah yang pertama
ada dalam Iafaz “khamr” sedangkan mugadimah yang kedua ada dalam lafaz
“setiap khamr adalah haram”. Dari kedua muqadimah ini munculah kesimpulan
bahwa “setiap yang memabukkan adalah Haram.” Hal semacam ini menurut
Ibnu Hazm bukan termasuk giyas, melainkan penerapan nash.(UIN Sultan Syarif
Kasim Riau, 2019)

. Analisis Penyelesaian Ibnu Hazm Apabila Terjadi Konflik Sengkta Tanah
Wakaf dan Relevansinya Dengan Undang-undang Yang Berlaku di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa relevansi pertama antara pendapat Ibnu Hazm
dengan “undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perubahan status tanah
wakaf” adalah, pada ketergantungan atau keterikatan status wakaf menurut
Ibnu Hazm terhadap niat dan ketentuan utama yang sudah dinyatakan secara
lisan dan tulisan pewakif. Melihat Ibnu Hazm adalah seoang yang sangat
bergantung pada bukti tekstual, yang selaras dengan “pasal 17 ayat (2)”
membahas tentang ikrar, yang berbunyi:

“Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan
dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.

Berkaitan pada perwakafan sebelum terjadinya konflik sengketa antara
dua pihak timbual suatu permasalahan, bolehkah terhadap benda yang
diwakafkan dilakukan perubahan peruntukan? Sisi lain dari relevansi yang
terlihat yaitu, dasarnya suatu benda yang telah diwakafkan, tidak boleh ada
perubahan pada asasnya atau penggunaan selain dari peruntukannya,
dibuktikan oleh Ibnu Hazm dalam kitab al-muhalla, ia menegaskan bahwa wakaf
bersifat tetap dan tidak boleh diubah atau dialihkan. Hal ini dikuatkan “undang-
undang nomor 41 tahun 2004 tentang perubahan status terhadap tanah wakaf
merujuk pasal 40 ayat (1)” yang berbunyi, “Harta benda wakaf yang sudah
diwakafkan dilarang;:

a) Dijadikan jaminan;

b) Disita;

c) Dihibahkan;

d) Dijual;

e) Diwariskan;

f) Ditukar; atau

g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainya.”
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Akan tetapi apabila muncul ketidaksesuaian tujuan wakaf untuk
kepentingan umum, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama
mazhab. Sebagian mereka ada yang melarang, memberikan batasan ketat, dan
ada yang membolehkan.(Dewan Perwakilan Rakyat, 2004)

Adapun Ibnu Hazm termasuk pada kategori ulama yang melarang Ibdal
(pergantian/pengalihan) tangan atas benda yang telah sah diwakafkan pewakif
kepada nazhir. Ibdal wakaf tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun, termasuk
dalam sengketa, dan apabila terjadi sengketa, tanah wakaf harus dipertahankan
adanya.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dipertahankan, perlu
bergantung kepada bukti tekstual berlandaskan kuat pada salah satu dari
keempat metode istinbat, dan harus tetap dalam koridor syari’ah tanpa
mengubah status wakaf, menurut Ibnu Hazm, yaitu:

1. Penelusuran Bukti Wakaf

Penelusuran bukti wakaf yang diperlukan dan dimaksud ialah kepada
nazhir, dimana nazhir wajib mengeluarkan alat bukti klaim kepemilikan yang
telah diserahkan pewakif. Sekaligus mendatangkan saksi sebagai bentuk
amanah dan dalil (bukti) literal, bahwa tanah tersebut telah sah diwakafkan.
Termuat pada “pasal 164 HIR mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dalam
hukum acara perdata”. Alat-alat bukti tersebut adalah:

“surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.”

Dengan berdasarkan firman Allah ta’ala:

§J - S 0270 T8 (O L Cn@o -
"I Ot Ciged | 3¢l

Artinya: “dan mintalah kesaksian dua orang lelaki diantara kalian.”

Hal ini juga terelevansi dengan “undang-undang nomor 41 tahun 2004
pasal 43 (3)” yang berbunyi:

“Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga
penjamin sesuai syaria’h.”

2. Penegakan Status Wakaf

Jika tedapat sebidang tanah yang telah di wakafkan oleh pewakif kepada
nazhir dengan ketentuan dan niat yang jelas serta mengikat, dikuatkan adanya
bukti, maka status tanah tersebut telah sah berada pada posisinya. Karena
sejatinya tanah tersebut telah menjadi peruntukan milik Allah ‘azza wa jalla, dan
seorang nazhir, hanya diberikan amanah untuk menjaganya, dan tidak bisa
diambil alih oleh idividu manapun. Hal ini dianggap membantu dalam
penyelesaian karena penegakan status hukum wakaf merupakan hak pengelola
dan tanggug jawab nazhir. Diselaraskan oleh undang-undang hukum perdata
“(KUHPerdata) pasal 1338 ayat (1)” yang mengatur bahwa setiap perjanjian dan
bukti yang dibuat oleh kedua pihak terkait bersifat mengikat:
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“Semua pejanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.
Bahwa nazhir wajib megelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”
3. Meminta bukti akan klaim penggugat, dan sumpah bagi yang mengingkari
Islam melarang menghindari klaim tanpa adanya bukti, karena apabila
seorang manusia diberikan haknya berdasarkan klaim mereka, niscaya akan
terjadi kezaliman berupa penguasaan harta dan darah orang lain secara tidak
sah. Didasari hadis nabi # dari ibn abbas R.A, bahwa rasulullah £ bersabda:

Sl e A (8 canslarg a b J)gal Jay (S 2Y arlge g (il laay 1"
" S e e el

Artinya: “Seandainya manusia diberikan (apa yang mereka klaim) hanya orang
lain (Tetapi aturan islam adalah) bukti itu wajib bagi penggugat, dan sumpah wajib bagi
yang mengingkari.”

4. Mediasi kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa.

Ibnu Hazm berlandaskan sabda nabi #¥ menganjurkan mediasi

kesepakatan damai anatar kedua pihak: ,
ol I3 z3a) JB ) 18 dBanall g 83uall g alusal) da 3 (e Jualy oS i) Vi
MARNAY) A ol culd b

Artinya: “Maukah aku kabarkan kalian suatu amal yang lebih tinggi derajatnya
daripada puasa, shalat, dan sedekah? Mereka menjawab, Tentu, wahai rasulullah. Beliau
bersabda, yaitu mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Karena rusaknya
hubungan di antara mereka adalah sesuatu yang mencukur (agama)”

Hal ini terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa “(UU AAPS), mengatur cara
penyelesaian sengketa non-ligitasi (diluar ranah pengadilan). Tertulis melalui
pasal 6 ayat (1)” yang berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui
alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan
mengesampingkan penyelesaian secara tinggi di pengadilan”. Dikuatkan
dengan “UU AAPS yang sama pada pasal 37, yaitu:

“Pengdilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang
telah terkait dalam perjanjian arbitrase.” (Khairuddin, 2014), (Dewan
Perwakilam Rakyat, 1999)

5. Apabila konflik sengketa tanah wakaf belum juga terseleaikan dengan
mediasi kesepakatan maka, penyelesaian sengketa dilakukan oleh hakim

Ibnu Hazm menolak menggunakan giyas dan istihsan, serta menekan
keras penyelesaian suatu konflik, sekalipun pada konflik yang terjadi tanpa
berdasarkan dalil tekstual yang jelas. Maka penyelesaian sengketa di tangan
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hakim harus berlandaskan bukti yang terdapat dalam ranah keempat metode
istinbat Ibnu Hazm. Berlandaskan firman Allah ta’ala: , ] o
" 151 Ly () (g A&A31 (Al Glash) el B3 Gy
Artinya: “SesungQuhnya kami telah menurunkan kitab (al-qur'an) kepadamu
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang
telah Allah wahyukan kepadamu.”
Ibnu Hazm juga melarang keluarnya keputusan yang hanya didasari oleh
hawa nafsu, Allah ta’ala berfirman:
mahglsal a5 ¥ 0 O3 Wy agdn aka) i
Artinya: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut
apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”

SIMPULAN

Penyelesaian Ibnu Hazm apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf,
adalah jalan yang memberikan pendekatan tegas dan jelas. Dengan berlandaskan
pada penelitian berbasis data eksplisit dan tekstual, dikuatkan dengan dalil
literalitas nash yang datang dari al-quran, dan as-sunnah yang terelevansi pada
undang-undang di indonesia. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah wakaf menurut Ibnu Hazm tidak dapat dialihkan atau diperjual
belikan, terelevansi pada “UU No. 41 tahun 2004 pasal 40 ayat (1).”

2. Dalam pengelolaan, nazhir bertangug jawab sah atas status tanah wakaf.
Terelevansi pada “UU KUHPerdata pasal 1338 ayat (1).”

3. Nazhir dalam mensahkan pertanggungjawaban atas status tanah wakaf
harus mendatangkan saksi dan bukti sah. Terealisasi pada “UU pasal 164
HIR mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata.”

4. Penggugat wajib bersaksi terhadap klaim yang ia bawakan, dan bersumpah
apbila ingkar. Terelevansi pada “UU No. 41 tahun 2004 pasal 43 ayat (3).”

5. Keputusan hakim sebagai penyelesaian sengketa, adalah pilihan terakhir
yang digunakan ketika tidak ada mediasi kesepakatan antara pihak-pihak
yang bersengketa, dengan tetap membatasi pada hukum-hukum Allah
ta’ala. Terealisasi pada “UU AAPS No. 30 tahun 1999 pasal 3, dan 6 ayat (1).”

Maka apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf, dan dibutuhkan pada
prinip-prisip penyelesaian tekstualis, tanpa menyelisihi kedua masodir al-ahkam,
pandangan ini dapat dijadikan sebagai rujukan.
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